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Riwayat Pekerjaan: 
 
• Masuk BPK RI Tahun 2000 
• Auditor BPK RI atas  Kejaksaan RI & Kementrian Hukum dan HAM 
• Kepala Seksi Maluku Di BPK RI Perwakilan Jayapura 
• Kepala Seksi Maluku di BPK RI Perwakilan Maluku 
• Kepala Seksi Gorontalo II di BPK RI Perwakilan Gorontalo 
• Ketua Tim Senior di BPK RI Perwakilan Gorontalo 
• Ketua Tim Senior di BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah 
• Pengendali Teknis di BPK RI AKN I   
• Pokja LKPD Akrual AKN VI 
• Pokja Revisi SPKN Bidang Audit Kinerja 
• Pokja Penyusun Buku Pengelolaan Keuangan  
 Pemerintah Desa oleh Auditor Utama BPK RI KN VI 
 
 
  
  
 



KOMUNIKASI  

• Email      : joniagungpriyanto@gmail.com                  

joni_priyanto@bpk.go.id   

• HP                 : 082189218226 



OPENING REMARK 
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“Berlaku Independen  
Adalah Berani Untuk Tetap Berdiri Bagi 
Kebenaran Walaupun Kau Harus Berdiri 

Sendiri” 
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Field 
audit 



17 



18 



19 



20 



BPK 

LEMBAGA 
PERWAKILAN 

PEMERINTAH /  
ENTITAS TERPERIKSA Pertanggungjawaban  

Pelaksanaan Anggaran 

PIHAK-PIHAK DALAM PEMERIKSAAN 
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APARAT PENEGAK 
HUKUM Unsur pidana 

IHPS/IHPL 

Pemberian Keterangan 





O P I N I  
 WAJAR TANPA 

PENGECUALIAN 

 WAJAR DENGAN 
PENGECUALIAN 

 TIDAK WAJAR 

 MENOLAK MEMBERIKAN 
PENDAPAT 

Penjelasan Pasal 16 UU 15 Tahun 2004 
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Pertimbangan Opini Auditor 

WTP 

MATERIALITY JENIS OPINI 

Tidak 
material 

MATERIAL 

Sangat 
material 

WDP  
Penyimpangan  

SAP 

WDP  
Keterbatasan 

lingkup 

Disclaimer Adverse 

Keterbatasan 
Lingkup : keadaan, 

kesengajaan  

Pelanggaran 
SAP 





PERKEMBANGAN OPINI PUSAT DAN DAERAH 2013-2017 



KEWAJIBAN MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI BPK 

• Pasal 20 UU NO.15/2004 

• (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan 
hasil pemeriksaan. 

• (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada 
BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan 
hasil pemeriksaan. 

• (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam 
puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima 
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• Audit investigasi 

• Pemanfaatan 
LHP 

penyelidikan 

 

• Perhitungan 
kerugian negara 

penyidikan 
 

• Pemberian 
keterangan ahli 

pengadilan 

PERAN BPK DALAM PENINDAKAN KORUPSI 



AKUNTABILITAS BPK 
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1. MENYUSUN RENSTRA 
2. MENGGUNAKAN BALANCED SCORECARD UNTUK MANAJEMEN 

KINJERA 
3. MENYUSUN LAKIP (LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA 

PEMERINTAH) 
4. DILAKUKAN AUDIT LK OLEH AKUNTAN PUBLIK DENGAN OPINI 

WTP 
5. DILAKUKAN PEER REVIEW TIAP LIMA TAHUN OLEH BPK 

NEGARA LAIN 
6. MEMPUNYAI MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK (MKKE) YANG 

TERDIRI DARI JUGA PROFESIONAL DAN AKADEMISI YANG 
BERSIFAT INDEPENDEN 

7. MEMPUNYAI PIK (PUSAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI) 
UNTUK MELAYANI PERMINTAAN INFORMASI DAN 
MEMUDAHKAN KOMUNIKASI STAKEHOLDERS 

8. IKUT PROGRAM REFORMASI BIROKRASI DAN ZONA INTEGRITAS 
9. MEMPUNYAI WISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) 



OPINI WTP ADA KORUPSI.  
MUNGKINKAH ? 

• Tujuan Pemeriksaan LK bukan untuk menemukan seluruh 
kecurangan, tetapi didisain untuk menemukan kecurangan 
yang berpengaruh langsung dan meterial thd laporan 
keuangan. 

• Pemeriksaan dilakukan secara sample. Bagaimana jika 
transaksi itu tidak masuk dalam sample?  

• Jika kecurangan itu tidak ada jejaknya dalam transaksi 
keuangan di SKPD. Contohnya : Penyuapan dan Gratifikasi  

• Pemeriksa mengandalkan pengendalian intern. Bagaimana 
jika ada kolusi?  

MUNGKIN SAJA KARENA :  



Pemeriksaan BPK RI dalam Konteks Sektor Publik 

• Aspek pemeriksaan terdiri dari regularity (ketaatan kepada 
kriteria formal seperti peraturan perundangan dan perjanjian 
yang relevan) dan/atau propriety (ketaatan pada prinsip umum 
pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik dan perilaku 
pejabat publik) 

• Lembaga sektor publik dituntut untuk transparan dan 
akuntabel serta melaksanakan tata kelola dengan baik dalam 
mengelola dana yang dihimpun dari masyarakat 

• Publik tidak dapat serta-merta mempercayai mutlak pejabat 
sektor publik dalam memenuhi tanggung jawabnya 
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Pemeriksaan BPK RI dalam Konteks Sektor Publik 

Pemeriksaan BPK RI memerankan pola dalam meyakini prinsip-
prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik 
dengan:  

1. menyediakan laporan (pemeriksaan) yang dapat diandalkan 
apakah dana publik telah digunakan sesuai dengan peraturan;  

2. melaporkan penyimpangan dan pelanggaran terhadap 
peraturan; dan  

3. mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan terhadap 
peraturan dan menilai etika/kepatutan para pejabat/pegawai 
sektor publik. 
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CLOSING REMARK 
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“Integritas Membuat Seseorang Memiliki 

Kebebasan Yang Sesungguhnya,  

Karena Tidak Ada Yang Perlu Ditakutkan 

Saat Tidak Ada Yang Disembunyikan” 



CLOSING REMARK 
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“Junjung Tinggi Profesionalisme 

Dalam Bekerja, Apapun Masalah 

Yang Sedang Kita Hadapi” 



TERIMA KASIH 
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